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1. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak
Penghasilan yang berlaku sgak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pgjak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pgjak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini
dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya tertuang ketentuan yang
menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban
perpaakan sebagal kewagjiban kenegaraan dan merupakan sarana peran
sertarakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

2. Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai  hasl
pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang
dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Undang-Undang tersebut
guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung
kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi.
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3. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang
pada prinsip-prinsip perpgakan yang dianut secara universal, yaitu
keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan
optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem self
assessment. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-
Undang Pgjak Penghasilan ini adalah sebagai berikut:

a. lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;

lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;

lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan;

lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi; dan

lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan
daya saing daam menarik investas langsung di Indonesia baik
penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di
bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang
mendapat prioritas.

4. Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut perlu
dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pgak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pgak
Penghasilan meliputi pokok-pokok sebagai berikut:

a. dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan
perluasan subjek dan objek paak dalam hal-hal tertentu dan
pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya;

® o o o

b. dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negera-negara lain,
mengedepankan prinsip keadilan dan netralitas dalam penetapan tarif,
dan memberikan dorongan bagi berkembangnya usaha-usaha kecil,
struktur tarif pgjak yang berlaku juga perlu diubah dan disederhanakan
yang meliputi penurunan tarif secara bertahap, terencana, pembedaan
tarif, serta penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan untuk
memberikan beban pgak yang lebih proporsional bagi tiap-tiap
golongan Wajib Pajak tersebut; dan

c. untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pgjak, sistem self
assessment tetap dipertahankan dan diperbaiki. Perbaikan terutama
dilakukan pada sistem pelagporan dan tata cara pembayaran paak
dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas Wajib Pgak
dan lebih sesuai dengan perkiraan pajak yang akan terutang. Bagi
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Wagjib Pgjak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas, kemudahan yang diberikan berupa peningkatan batas peredaran
bruto untuk dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan
neto. Peningkatan batas peredaran bruto untuk menggunakan normaini
sgialan dengan realitas dunia usaha saat ini yang makin berkembang
tanpa melupakan usaha dan pembinaan Wagjib Pgak agar dapat
mel aksanakan pembukuan dengan tertib dan taat asas.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Angkal
Pasal 1

Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pagak Penghasilan
terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima
atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek paak tersebut dikenai
paak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek
pagak yang menerima atau memperolen penghasilan, dalam
Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pagjak
atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun
paak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian
tahun paak apabila kewagjiban pajak subjektifnya dimulai atau
berakhir dalam tahun pajak.

Yang dimaksud dengan “tahun pajak” dalam Undang-Undang ini
adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pgak dapat menggunakan

tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang
tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Angka?2
Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a

Orang pribadi sebagai subjek paak dapat bertempat tinggal
atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan
yang belum terbagi sebagal satu kesatuan merupakan subjek
pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli
waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek
paak pengganti dimaksudkan agar pengenaan paak atas
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penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat
dilaksanakan.

Huruf b

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan balk yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosia politik, atau organisasi lainnya, lembaga,
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah
merupakan subjek paak tanpa memperhatikan nama dan
bentuknya sehingga setigp unit tertentu dari  badan
Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang
dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk
memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.
Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosias,
persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang
mempunyai kepentingan yang sama.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Ayat (1a)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Subjek pagak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan

subjek pajak luar negeri. Subjek pagak orang pribadi dalam

negeri menjadi Wajib Pagjak apabila telah menerima atau

memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan

Tidak Kena Pgak. Subjek pgak badan dalam negeri menjadi

Wajib Pgjak segjak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di

Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun
badan sekaligus menjadi Wajib Pgjak karena menerima dan/atau
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memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau

menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber

dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan
perkataan lain, Wajib Pgjak adalah orang pribadi atau badan
yang telah memenuhi kewagjiban subjektif dan objektif.

Sehubungan dengan pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP), Wagib Pgak orang pribadi yang menerima

penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Paak (PTKP)

tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Perbedaan yang penting antara Wajib Pgjak dalam negeri dan

Wajib Pgak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban

pajaknya, antaralain:

a. Wajib Pgak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik
yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, sedangkan Wajib Pgjak luar negeri dikena paak
hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan
di Indonesig;

b. Wagib Pgak daam negeri dikena pgak berdasarkan
penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak
luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto
dengan tarif pajak sepadan; dan

c. Waib Pgak dalam negeri wajib menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pgak Penghasilan sebagal sarana
untuk menetapkan pagjak yang terutang dalam suatu tahun
paak, sedangkan Wagjib Pagak luar negeri tidak wajib
menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pgak
Penghasilan karena kewagjiban pajaknya dipenuhi melalui
pemotongan pgjak yang bersifat final.

Bagi Wajib Pgak luar negeri yang menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia,

pemenuhan kewagjiban perpgakannya dipersamakan dengan
pemenuhan kewagjiban perpagjakan Wajib Pgak badan dalam
negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan

Undang-Undang yang mengatur mengenal ketentuan umum dan

tata cara perpajakan.

Ayat (3)
Huruf a
Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi subjek pajak
dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal
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